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Abstract

Purpose: This study investigates the impact of ASEAN’s
deepening economic integration on workers’ mental health. This
study focuses on transnational exposure through trade dependence
and foreign direct investment (FDI)and its psychological
consequences via job insecurity and cultural mismatch.

Research methodology: Using cross-sectional survey data from
5,000 cross-border workers in six ASEAN countries, the research
applies a multilayer network model combining (1) an economic
exposure index (trade/GDP ratio and FDI inflows), (2) DSM-5-
based anxiety and depression scales, and (3) moderated mediation
testing for cultural buffers, particularly collectivism.

Results: Findings show that Higher export-to-GDP ratios
significantly predicted increased anxiety symptoms ( = 0.42, p <
0.001), fully mediated by precarious employment. Contrary to
expectations, collectivism exacerbated stress among low-skilled
workers (f = 0.21, p = 0.03). Network analysis further revealed
bridging nodes linking economic sectors and mental health
outcomes, thereby emphasizing systemic interdependence.
Conclusions: ASEAN economic interdependence generates
measurable psychological costs for labor, particularly through
insecure employment arrangements in Malaysia. Rather than
mitigating stress, cultural collectivism may intensify pressure in
vulnerable conditions.

Limitations: The cross-sectional design restricts causal inference,
and self-reported measures may carry bias. Broader longitudinal
and qualitative approaches are required to validate these findings.
Contribution: This study provides the first empirical evidence of
macroeconomic-mental health linkages in the ASEAN region. This
highlights the necessity of policy interventions, including selective
de-growth strategies, in sectors heavily reliant on external trade to
protect worker well-being.
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1. Pendahuluan

Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, tujuan utama integrasi kawasan adalah menciptakan
stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Upaya
integrasi tersebut semakin menguat melalui pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada
tahun 2015 yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi regional. Dengan rata-rata
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% per tahun sejak 2010, kawasan ini menjadi
salah satu motor pertumbuhan ekonomi global. Data Sekretariat ASEAN (2023), mencatat bahwa nilai
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perdagangan intra-ASEAN telah melonjak hingga mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2023. Angka
ini merefleksikan semakin kuatnya interdependensi ekonomi negara-negara anggota, baik melalui arus
perdagangan barang dan jasa maupun melalui aliran investasi asing langsung (FDI) (Helliwell, 2001;
Vikram Patel & Kleinman, 2003). Namun, di balik capaian makroekonomi tersebut, muncul sebuah
paradoks yang sering terabaikan: meningkatnya beban kesehatan mental di kalangan tenaga kerja.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2023) melaporkan bahwa gangguan kecemasan, depresi, dan stres
kerja kini mempengaruhi sekitar 23% tenaga kerja di kawasan ASEAN. Fakta ini menunjukkan bahwa
integrasi ekonomi tidak hanya menghadirkan peluang pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan biaya
sosial-psikologis yang tersembunyi. Fenomena tersebut menuntut kajian lebih mendalam mengenai
hubungan antara keterhubungan ekonomi lintas negara dengan kondisi psikologis pekerja yang menjadi
motor pembangunan Kawasan (Hong, Thepthien, Buntup, & Tipayamongkholgul, 2025; Nget &
Muijeen, 2017; Te, Griffiths, Law, Hill, & Annear, 2018).

Interdependensi ekonomi, yang ditandai dengan tingginya rasio perdagangan terhadap PDB serta arus
masuk FDI, mendorong mobilitas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja lintas batas. Perusahaan
multinasional semakin memanfaatkan pasar tenaga kerja murah di negara berkembang ASEAN,
sementara pekerja dituntut untuk beradaptasi dengan standar produksi global yang ketat. Kondisi ini
memunculkan ketidakpastian kerja (job insecurity), kontrak kerja jangka pendek, serta fleksibilitas
pasar tenaga kerja yang sering kali mengorbankan stabilitas psikologis (Huo et al., 2023; Nair, 2022;
Sultana et al., 2022). Bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan jasa
berbasis migrasi, eksposur terhadap ketidakpastian ekonomi global menciptakan tekanan mental yang
signifikan. Tingginya turnover, tuntutan produktivitas, serta jam kerja panjang memperburuk kesehatan
mental. Lebih jauh, persaingan tenaga kerja lintas negara memicu kecemasan akan kehilangan
pekerjaan atau terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak menawarkan perlindungan sosial
memadai. Kebanyakan studi ekonomi ASEAN masih menitikberatkan pada indikator-indikator makro,
seperti pertumbuhan PDB, nilai ekspor-impor, serta arus investasi. Indikator-indikator ini penting, tetapi
bersifat agregatif dan sering kali gagal menangkap dimensi manusiawi dari pembangunan ekonomi.
Akibatnya, muncul kesenjangan pengukuran yang signifikan: dampak psikologis integrasi ekonomi
terhadap tenaga kerja jarang dijadikan fokus analisis (Helliwell, 2001; Vikram Patel & Kleinman,
2003).

Padahal, kesejahteraan psikologis memiliki konsekuensi langsung terhadap produktivitas, loyalitas, dan
keberlanjutan sistem tenaga kerja. Ketika kesehatan mental terganggu, biaya yang ditanggung negara
bukan hanya berupa turunnya produktivitas, tetapi juga meningkatnya beban sistem kesehatan publik,
absensi kerja, hingga potensi meningkatnya konflik social (Krassner et al., 2017). Oleh karena itu,
penting untuk memperluas kerangka pengukuran pembangunan ekonomi dengan memasukkan
indikator kesehatan mental sebagai salah satu dimensi kesejahteraan pekerja. Selain kesenjangan
pengukuran, terdapat pula kesenjangan budaya dalam kajian akademik. Sebagian besar model
kesehatan kerja dan kesehatan mental berasal dari studi di negara Barat, yang cenderung berakar pada
budaya individualistik. Model-model tersebut menekankan otonomi individu, kontrol personal, dan
pencapaian individual sebagai determinan utama kesehatan mental (Abdin et al., 2023; Evans-Lacko &
Knapp, 2016).

Sebaliknya, masyarakat ASEAN berkarakter kolektivis dengan norma sosial yang menekankan harmoni
kelompok, solidaritas, serta kepatuhan terhadap hierarki. Nilai-nilai ini dapat menjadi sumber dukungan
sosial, tetapi juga berpotensi memperbesar tekanan. Misalnya, norma kolektivisme yang menuntut
loyalitas tanpa syarat dapat memperparah stres pada pekerja berketerampilan rendah yang menghadapi
tuntutan ekonomi berat. Alih-alih menjadi penyangga, budaya kolektivis bisa berbalik menjadi
mekanisme yang memperkuat beban psikologis. Dengan mempertimbangkan dua kesenjangan tersebut,
penelitian mengenai optimalisasi dampak kesehatan mental dari interdependensi ekonomi di ASEAN
menjadi sangat penting. Pertama, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif
tentang biaya sosial dari integrasi ekonomi, sehingga membantu pembuat kebijakan menyeimbangkan
agenda pertumbuhan dengan perlindungan kesejahteraan pekerja. Kedua, penelitian ini dapat
memperkaya diskursus global mengenai kesehatan mental kerja dengan perspektif Asia Tenggara yang
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unik, yang selama ini kurang terekspos dalam literatur akademik internasional (Goh, Kim, Wang, &
Goh, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat interdependensi ekonomi
ASEAN dengan prevalensi gangguan kesehatan mental pada tenaga kerja, menguji mekanisme mediasi
ketidakamanan kerja dalam kaitannya dengan eksposur ekonomi dan kesehatan mental, serta
mengeksplorasi peran norma budaya—khususnya kolektivisme—sebagai faktor yang dapat
memperkuat atau melemahkan dampak ekonomi terhadap kondisi psikologis pekerja. Selain itu,
penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu mengoptimalkan
proses integrasi ekonomi ASEAN tanpa mengorbankan kesejahteraan mental tenaga kerja, sehingga
pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kualitas hidup manusia
(Hosono, 2022). Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakrawala studi pembangunan ekonomi
dengan mengintegrasikan perspektif kesehatan mental dalam kerangka interdependensi regional. Hal
ini menantang paradigma konvensional yang cenderung menekankan indikator pertumbuhan kuantitatif
tanpa mengukur kualitas hidup manusia . Secara praktis, penelitian ini mendukung agenda
pembangunan berkelanjutan ASEAN yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan sosial. Temuan-temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi kebijakan
ketenagakerjaan, seperti perlindungan kerja yang lebih kuat, penyediaan layanan kesehatan mental di
tempat kerja, serta program edukasi budaya yang relevan dengan konteks kolektivis (Escobar, 2015).

Untuk mengoptimalkan dampak kesehatan mental dari interdependensi ekonomi, diperlukan kerangka
multi-level. Di tingkat makro, pemerintah perlu merumuskan kebijakan de-growth selektif pada sektor
yang terlalu rentan terhadap fluktuasi global dan berisiko tinggi bagi tenaga kerja. Di tingkat meso,
perusahaan dapat mengadopsi kebijakan human-centered seperti kontrak kerja yang lebih stabil, akses
ke layanan konseling, serta fleksibilitas jam kerja. Di tingkat mikro, program intervensi berbasis
komunitas yang menghargai nilai kolektivisme dapat dirancang untuk memberikan dukungan sosial
tanpa menambah tekanan. Paradoks integrasi ASEAN menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan. Ketergantungan ekonomi yang semakin dalam dapat
menimbulkan dampak psikologis serius, khususnya melalui mekanisme ketidakamanan kerja dan
kompleksitas budaya kolektivis. Oleh karena itu, penelitian tentang optimalisasi dampak kesehatan
mental dari interdependensi ekonomi di ASEAN menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini tidak
hanya akan memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam
merumuskan kebijakan regional yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, beberapa pertanyaan penelitian yang muncul antara lain:

1. Bagaimana pengaruh rasio perdagangan terhadap PDB terhadap tingkat kecemasan pekerja?

2. Apakah ketidakamanan kerja menjadi mediator signifikan antara eksposur ekonomi dan gejala
depresi?

3. Apakah kolektivisme berfungsi sebagai faktor protektif atau justru memperburuk tekanan mental
pada kelompok tertentu?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Ketergantungan dan Implikasi Psikologis

Teori Ketergantungan (/nterdependence Theory) yang dirumuskan oleh Estlein, Segel-Karpas, and
Elran-Barak (2022) pada awalnya merupakan kerangka psikologi sosial untuk memahami dinamika
interaksi antarindividu. Menurut teori ini, ketergantungan terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan
yang harus dipenuhi melalui pihak lain, sehingga pilihan dan kebebasan bertindak menjadi terbatas.
Dalam hubungan interpersonal, kondisi tersebut menimbulkan perasaan rentan, cemas, dan bahkan
stres, terutama bila pihak yang lebih dominan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya penting
(Sels, Ceulemans, Bulteel, & Kuppens, 2016). Meskipun awalnya dikembangkan untuk menjelaskan
interaksi sosial, konsep ketergantungan juga dapat diperluas ke tingkat makro dalam hubungan
antarnegara (Gnangnon, 2022). Negara-negara dengan tingkat keterhubungan ekonomi yang tinggi
melalui perdagangan internasional, arus investasi asing, dan keterikatan pada rantai pasok global akan
menghadapi risiko serupa: semakin besar ketergantungan, semakin tinggi pula kerentanan terhadap
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guncangan eksternal. Sebagai contoh, krisis finansial global 2008 memperlihatkan bagaimana negara
dengan ekspor komoditas dominan menghadapi penurunan permintaan secara drastis, yang pada
gilirannya menekan sektor ketenagakerjaan domestic (Mano & Combary; Nguyen, Ho, Nguyen, &
Pham, 2023).

Dalam konteks ASEAN, ketergantungan ekonomi semakin meningkat setelah terbentuknya ASEAN
Economic Community (AEC). Keterbukaan pasar dan peningkatan arus perdagangan intra-ASEAN
serta dengan mitra eksternal seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat, membuat perekonomian
negara-negara anggota lebih terhubung dibandingkan sebelumnya. Konsekuensinya, ketika terjadi
gejolak global, dampaknya akan cepat menyebar lintas batas. Fenomena ini sesuai dengan logika Teori
Ketergantungan: semakin tinggi keterhubungan, semakin rentan sebuah sistem terhadap tekanan
eksternal (Nguyen et al., 2023; Raghavan & Devadason, 2020). Implikasi psikologis dari kondisi ini
terasa pada tingkat individu, khususnya tenaga kerja. Pekerja di sektor manufaktur, pertanian modern,
logistik, dan jasa ekspor, misalnya, menghadapi risiko lebih tinggi kehilangan pekerjaan ketika
permintaan global menurun (Shankar et al., 2024). Rasa tidak aman (job insecurity) yang muncul bukan
hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis seperti
kecemasan (anxiety), depresi, dan stres kronis. Yang, Niu, Amin, and Yasin (2024) dalam analisis lintas
negara menemukan bahwa peningkatan pengangguran akibat krisis ekonomi global berkorelasi
langsung dengan meningkatnya angka bunuh diri dan gangguan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan
bahwa ketergantungan ekonomi tidak sekadar isu makro, tetapi juga berdampak nyata pada
kesejahteraan psikologis individu (Abdul Jalil et al., 2023; Shankar et al., 2024).

Kim et al. (2022) juga menegaskan bahwa kondisi kerja yang tidak stabil akibat integrasi pasar tenaga
kerja global berkorelasi dengan meningkatnya gejala depresi di kalangan pekerja muda. Bukti-bukti ini
memperkuat asumsi bahwa interdependensi ekonomi yang terlalu dalam dapat menciptakan kondisi
kerja penuh ketidakpastian yang menjadi sumber stres psikologis. Dengan demikian, relevansi Teori
Ketergantungan untuk menjelaskan fenomena interdependensi ASEAN terhadap kesehatan mental
tenaga kerja semakin kuat.

2.2 Model Tuntutan-Sumber Daya Kerja (JD-R Model) dan Pekerjaan Tidak Tetap

Model Tuntutan-Sumber Daya Kerja (Job Demands-Resources Model) yang dikembangkan pertama

kali oleh Xie, Huang, Cheung, Zhou, and Fang (2021) menawarkan perspektif komprehensif dalam

memahami kesejahteraan tenaga kerja. Inti dari model ini adalah keseimbangan antara dua aspek utama:

job demands dan job resources.

1. Job demands merujuk pada aspek pekerjaan yang memerlukan usaha fisik atau psikologis
berkelanjutan, seperti beban kerja berlebihan, tekanan waktu, dan ketidakpastian kontrak.

2. Jobresources adalah faktor yang membantu pekerja mengatasi tuntutan tersebut, termasuk stabilitas
kerja, dukungan sosial, peluang pengembangan karier, serta kontrol terhadap tugas.

Menurut JD-R Model, ketika tuntutan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan sumber daya, maka pekerja
cenderung mengalami burnout, stres, dan penurunan kesehatan mental. Sebaliknya, jika sumber daya
yang tersedia mencukupi, dampak negatif dari tuntutan pekerjaan dapat diminimalisasi. Dalam konteks
interdependensi ekonomi ASEAN, salah satu manifestasi paling nyata dari job demands adalah status
pekerjaan tidak tetap. Pekerjaan kontrak jangka pendek, outsourcing, dan kerja paruh waktu menjadi
semakin dominan seiring fleksibilitas pasar tenaga kerja. Meski meningkatkan efisiensi perusahaan,
kondisi ini menempatkan pekerja dalam posisi rentan. Mereka kehilangan stabilitas pendapatan, akses
jaminan sosial, dan kepastian karier jangka Panjang (Sari, Agustriyani, Ardinata, Wijayanto, & Mukhlis,
2023).

Penelitian De Witte, Vander Elst, and De Cuyper (2015) menunjukkan bahwa pekerja dengan kontrak
sementara memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan pekerja tetap. Ketidakpastian
status kerja menurunkan komitmen organisasi dan meningkatkan kecemasan. Bahkan, pada beberapa
kasus, pekerja kontrak mengalami double jeopardy: selain terancam kehilangan pekerjaan, mereka juga
menghadapi stigma sosial karena dianggap tidak memiliki status pekerjaan yang mapan. Sejalan dengan
JD-R Model, pekerjaan tidak tetap berperan sebagai mediator penting yang menjelaskan bagaimana
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ketergantungan ekonomi makro berdampak pada kesehatan mental individu. Ketika negara semakin
tergantung pada perdagangan dan investasi eksternal, perusahaan cenderung mencari fleksibilitas
melalui kontrak kerja sementara. Akibatnya, tekanan psikologis meningkat karena pekerja kehilangan
resources fundamental berupa rasa aman dan stabilitas.

2.3 Peran Kolektivisme sebagai Moderator

Dimensi budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi hubungan antara faktor ekonomi dan
kesejahteraan psikologis. Salah satu dimensi paling relevan untuk ASEAN adalah kolektivisme.
Menurut Gao, Yao, Guo, and Liao (2022), kolektivisme menekankan pentingnya kelompok di atas
individu, solidaritas, serta harmoni sosial. Dalam masyarakat kolektivis, identitas personal sangat
dipengaruhi oleh hubungan sosial, sehingga dukungan kelompok dapat menjadi sumber kekuatan
menghadapi tekanan eksternal. Dalam literatur kesehatan kerja, kolektivisme sering dianggap sebagai
faktor protektif. Dukungan sosial dari rekan kerja, solidaritas komunitas, dan rasa kebersamaan diyakini
mampu mereduksi efek negatif ketidakpastian pekerjaan. Penelitian Knyazev, Kuznetsova,
Savostyanov, and Dorosheva (2017) misalnya, menunjukkan bahwa pekerja di budaya kolektivis
memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap stres karena norma sosial mendorong saling membantu.
Namun, efek kolektivisme tidak selalu seragam. Ridho (2023) menekankan bahwa kolektivisme juga
dapat menimbulkan tekanan tambahan, khususnya pada pekerja berketerampilan rendah. Dalam situasi
kerja tidak tetap, tuntutan untuk loyal pada kelompok atau organisasi bisa memperburuk kondisi
psikologis karena pekerja merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Alih-alih menjadi faktor
protektif, kolektivisme dalam kondisi tertentu justru memperkuat stres dengan menekan ekspresi
ketidakpuasan.

Putri and Nurhuda (2023) menemukan bahwa norma kolektivis mendorong kepatuhan, tetapi juga
menurunkan kemampuan individu untuk menegosiasikan kondisi kerja yang lebih baik. Artinya, pekerja
dengan posisi tawar rendah mungkin merasa harus menerima kondisi kerja buruk demi menjaga
harmoni sosial. Dalam konteks ASEAN, hal ini sangat relevan karena sebagian besar tenaga kerja
berada pada level keterampilan rendah hingga menengah. Dengan demikian, kolektivisme dapat
berperan sebagai moderator dalam hubungan antara ketergantungan ekonomi dan kesehatan mental.
Efeknya bersifat asimetris: bagi pekerja berketerampilan tinggi, kolektivisme meningkatkan resiliensi;
bagi pekerja berketerampilan rendah, kolektivisme memperburuk tekanan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil kajian literatur, penelitian ini merumuskan dua hipotesis utama:

1. HI: Tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan risiko kecemasan dan depresi
pada pekerja, dan hubungan ini dimediasi oleh status pekerjaan tidak tetap.

2. H2: Norma kolektivisme memoderasi hubungan tersebut, dengan efek berbeda berdasarkan tingkat
keterampilan pekerja. Kolektivisme berfungsi protektif bagi pekerja berketerampilan tinggi, tetapi
memperburuk tekanan bagi pekerja berketerampilan rendah.

2.5 Relevansi Kontekstual di ASEAN

ASEAN adalah kawasan dengan keragaman ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Negara-negara
anggota seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki industri berteknologi tinggi dengan tenaga
kerja terampil, sementara negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja masih sangat bergantung pada
sektor agraris dengan tenaga kerja berupah rendah. Dalam situasi ini, interdependensi ekonomi yang
semakin dalam dapat menimbulkan dampak kesehatan mental yang berbeda. Bagi negara dengan tenaga
kerja terampil, kolektivisme mungkin berfungsi sebagai pelindung yang menambah kohesi sosial dan
meningkatkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global. Sebaliknya, bagi negara dengan mayoritas
pekerja informal dan tidak terampil, kolektivisme bisa menjadi “jebakan budaya” yang memaksa
individu menerima kondisi kerja penuh ketidakpastian tanpa keberanian melakukan resistensi (Ristianto
& Jatnika, 2023; Ulfa, Agustiani, Qodariah, & Jatnika, 2023). Kondisi ini menegaskan urgensi
penelitian yang mengintegrasikan teori ketergantungan, JD-R Model, serta dimensi budaya dalam
memahami paradoks integrasi ASEAN. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi
akademik, tetapi juga masukan kebijakan bagi ASEAN untuk menyeimbangkan agenda pertumbuhan
dengan perlindungan kesehatan mental tenaga kerja.
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3. Metode Penelitian
3.1 Sampel
Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

5.000 partisipan dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura. Dengan stratifikasi:
Manufaktur (40%), jasa (35%), pekerjaan gig (25%).

3.2 Pengukuran
Tabel 1.

Variabel Instrumen Validasi
Paparan Ekonomi Perdagangan/PDB + FDI (Bank Dunia) Cronbach’s a.= 0.89
Kesehatan Mental PHQ-9 + GAD-7 (DSM-5) AUC=0.92
Kolektivisme Hofstede’s VSM 2013 a=0.85

3.3 Pendekatan Analitis

1. Analisis Jaringan (R qgraph): Memvisualisasikan klaster kesehatan mental spesifik sektor
(Borsboom et al., 2021).

2. Mediasi Termoderasi (PROCESS Model 7): Menguji moderasi budaya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Result

4.1.1 Temuan Utama

Mediasi: Pekerjaan tidak tetap menjelaskan 68% hubungan kecemasan-paparan (Sobel z =5.21, *p* <
0.001).

Moderasi: Kolektivisme meningkatkan stres pada pekerja berketerampilan rendah (Gambar 2B: =
0.21), kemungkinan karena beban kewajiban (data kualitatif).

Tabel 2. Hasil Regresi untuk Hasil Kesehatan Mental

Prediktor Kecemasan (f) Depresi ()
Paparan Ekonomi 0.42%** 0.38%*
Pekerjaan Tidak Tetap 0.57%** 0.49%**
Kolektivisme x Keterampilan 0.21%* 0.187

Analisis mediasi menunjukkan bahwa status pekerjaan tidak tetap memainkan peran penting dalam
menjembatani hubungan antara paparan ekonomi dengan kesehatan mental pekerja. Hasil uji Sobel (z
= 5.21, p < 0.001) mengonfirmasi bahwa pekerjaan tidak tetap menjelaskan sekitar 68% dari total
hubungan antara paparan ekonomi dengan gejala kecemasan. Artinya, keterhubungan ekonomi makro
seperti peningkatan perdagangan dan investasi asing tidak serta-merta memengaruhi kesehatan mental
secara langsung, melainkan sebagian besar bekerja melalui mekanisme ketidakamanan kerja. Pekerja
yang terjebak dalam kontrak jangka pendek, sistem outsourcing, atau status kerja informal lebih rentan
mengalami kecemasan karena kehilangan stabilitas finansial, peluang karier, dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, hasil regresi yang dirangkum dalam Tabel 1 memperkuat temuan ini. Paparan ekonomi
menunjukkan koefisien positif signifikan terhadap kecemasan ( = 0.42, p < 0.001) dan depresi (p =
0.38, p < 0.01). Namun, ketika dimasukkan variabel pekerjaan tidak tetap, koefisiennya meningkat
cukup tajam (B = 0.57 untuk kecemasan, f = 0.49 untuk depresi, keduanya p < 0.001). Hal ini
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menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap bukan hanya mediator parsial, melainkan mediator yang
sangat dominan dalam jalur hubungan tersebut.

Temuan penting lainnya muncul pada uji moderasi yang melibatkan kolektivisme sebagai variabel
interaksi dengan tingkat keterampilan pekerja. Hasil analisis menunjukkan adanya interaksi signifikan
(B =10.21, p < 0.05 untuk kecemasan; B = 0.18, 7 untuk depresi dengan signifikansi marginal). Pada
pekerja dengan keterampilan rendah, tingkat kolektivisme justru memperburuk gejala kecemasan dan
depresi. Data kualitatif mendukung hasil ini dengan mengungkapkan bahwa norma kolektivis sering
kali menciptakan beban kewajiban sosial—seperti keharusan mendukung keluarga besar, menjaga
harmoni kelompok, dan menekan ekspresi ketidakpuasan—yang menambah tekanan psikologis di
tengah kondisi kerja tidak pasti. Sebaliknya, pada pekerja berketerampilan tinggi, kolektivisme
cenderung netral atau bahkan memberikan sedikit efek protektif, karena solidaritas kelompok dapat
menjadi sumber dukungan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa budaya kolektivis di ASEAN tidak
selalu berperan sebagai faktor protektif, tetapi bisa menjadi “pedang bermata dua.” Sementara ia dapat
memperkuat kohesi sosial, ia juga berpotensi memperberat beban psikologis pekerja dengan
keterampilan rendah yang memiliki posisi tawar terbatas dalam pasar tenaga kerja global.

4.1.2 Analisis Jaringan

Selain analisis regresi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis jaringan untuk memetakan
keterkaitan antara sektor ekonomi dengan kesehatan mental tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa
pekerja di sektor manufaktur elektronik menempati posisi sebagai simpul penghubung terkuat (bridging
node). Sektor ini sangat terintegrasi dengan rantai pasok global, sehingga fluktuasi permintaan
internasional langsung memengaruhi stabilitas kerja. Pekerja di sektor ini juga paling sering terjebak
dalam kontrak sementara dengan tekanan produksi tinggi, sehingga tingkat kecemasan dan depresi
relatif lebih tinggi dibanding sektor lain (Borsboom et al., 2021).

Analisis jaringan juga mengidentifikasi adanya efek ambang batas (¢threshold effect). Dampak kesehatan
mental pekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya ketergantungan ekspor terhadap PDB, tetapi
lonjakan paling signifikan terjadi ketika rasio ekspor mencapai 60% dari PDB. Pada titik ini, hubungan
antara integrasi ekonomi dan kesehatan mental berubah dari moderat menjadi sangat kuat. Artinya,
semakin tinggi tingkat ketergantungan ekonomi, semakin besar pula risiko kesehatan mental, tetapi efek
tersebut baru menjadi kritis ketika ketergantungan melampaui batas tertentu. Fenomena ini memiliki
implikasi kebijakan yang penting. Negara-negara ASEAN dengan struktur ekonomi berbasis ekspor,
seperti Vietnam dan Malaysia, berada pada risiko lebih besar dibandingkan negara dengan orientasi
ekonomi domestik yang lebih kuat. Tanpa perlindungan kerja yang memadai, tenaga kerja di negara-
negara tersebut akan semakin rentan terhadap guncangan eksternal dan dampak psikologis yang
ditimbulkannya (Epskamp, Cramer, Waldorp, Schmittmann, & Qgraph).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi ASEAN
membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, integrasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan
keterhubungan lintas batas; di sisi lain, ia menciptakan kerentanan psikologis yang sebagian besar
dimediasi oleh pekerjaan tidak tetap. Kolektivisme, yang selama ini dipandang sebagai sumber
ketahanan sosial, ternyata dapat memperburuk kondisi mental pekerja berpendidikan rendah karena
menambah beban kewajiban sosial. Analisis jaringan semakin menegaskan kerentanan ini, dengan
manufaktur elektronik sebagai sektor paling kritis dan adanya ambang batas 60% rasio ekspor terhadap
PDB sebagai titik balik dampak psikologis. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan
ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di ASEAN yang tidak hanya berfokus pada indikator
makroekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan mental tenaga kerja.

4.2 Discussion

4.2.1 Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap literatur akademik, khususnya terkait teori
budaya dan kesehatan kerja. Salah satu kontribusi teoretis utama adalah tantangan terhadap asumsi
klasik yang diajukan oleh Jang, Shen, Allen, and Zhang (2018), yaitu bahwa kolektivisme selalu
berfungsi sebagai penyangga (buffer) terhadap stres. Perspektif tersebut berakar pada asumsi bahwa
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budaya kolektivis menekankan kebersamaan, dukungan sosial, dan solidaritas kelompok sehingga
individu lebih terlindungi dari dampak negatif tekanan eksternal. Namun, hasil penelitian ini justru
menunjukkan bahwa pada konteks ASEAN, kolektivisme dapat memperburuk stres, terutama bagi
pekerja dengan keterampilan rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep beban kewajiban.
Dalam budaya kolektivis, individu sering kali dituntut untuk mendahulukan kepentingan kelompok
dibandingkan kepentingan pribadi. Bagi pekerja yang menghadapi pekerjaan tidak tetap dan minim
sumber daya, norma kolektivis menambah lapisan tekanan psikologis. Mereka tidak hanya menghadapi
ketidakpastian ekonomi, tetapi juga merasa harus memenuhi kewajiban sosial, menjaga harmoni, dan
menunjukkan loyalitas kepada keluarga besar maupun komunitas kerja. Ketika sumber daya koping
terbatas, beban kewajiban ini berubah menjadi faktor risiko yang signifikan.

Secara teoretis, temuan ini memperluas Job Demands-Resources (JD-R) Model (Jang et al., 2018). Jika
selama ini model tersebut menekankan bahwa keseimbangan antara tuntutan dan sumber daya
menentukan kesehatan mental pekerja, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi budaya dapat
mengubah sifat hubungan tersebut. Kolektivisme, yang di banyak konteks dianggap sebagai job
resource berbasis sosial, dapat bergeser menjadi job demand tambahan ketika melekat pada norma
kewajiban yang kaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkenalkan perspektif baru: bahwa
budaya tidak hanya berfungsi sebagai konteks eksternal, tetapi juga sebagai variabel yang dapat
memodifikasi mekanisme tuntutan-sumber daya dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga
berkontribusi terhadap pengembangan Teori Ketergantungan (Interdependence Theory) (Li, Chen, &
Yuan, 2025). Teori ini menekankan bahwa ketergantungan pada pihak lain menimbulkan kerentanan
psikologis akibat keterbatasan pilihan. Penelitian ini memperluas aplikasinya ke ranah makroekonomi,
menunjukkan bahwa ketergantungan antarnegara dalam perdagangan dan investasi juga menimbulkan
dampak serupa pada pekerja. Keterhubungan ekonomi global menciptakan sistem kerja yang semakin
fleksibel namun tidak stabil, sehingga memperbesar potensi stres di tingkat individu. Integrasi Teori
Ketergantungan dengan JD-R Model yang dilakukan dalam studi ini memberikan kerangka konseptual
baru untuk memahami bagaimana interaksi antara struktur makroekonomi dan kondisi mikro individu
membentuk kesehatan mental. Dengan demikian, implikasi teoretis penelitian ini dapat dirangkum
dalam dua poin utama: (1) menantang asumsi universalitas kolektivisme sebagai faktor protektif, dan
(2) memperluas model tuntutan-sumber daya serta teori ketergantungan dengan memasukkan variabel
budaya sebagai faktor kunci yang memengaruhi jalur kesehatan mental.

4.2.2 Rekomendasi Kebijakan
Temuan penelitian ini tidak hanya penting dari segi akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis
bagi pembuat kebijakan di tingkat ASEAN maupun korporat.

1. Tingkat ASEAN

a. Pertama, diperlukan harmonisasi perlindungan tenaga kerja gig lintas batas. Integrasi ekonomi
telah mendorong munculnya pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel, dengan banyak pekerja
terlibat dalam sistem kontrak jangka pendek, pekerjaan lepas (gig economy), dan kerja lintas
batas. Namun, perlindungan hukum dan standar ketenagakerjaan antarnegara ASEAN masih
sangat bervariasi. Negara dengan regulasi ketat seperti Singapura memiliki perlindungan yang
lebih baik dibandingkan negara dengan regulasi lemah seperti Myanmar atau Kamboja.
Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan yang membuat pekerja rentan terhadap eksploitasi
dan ketidakamanan kerja. ASEAN perlu menyusun kerangka kebijakan regional yang
menstandarkan hak-hak dasar pekerja gig lintas batas, termasuk jaminan sosial, upah minimum,
dan akses layanan kesehatan mental.

b. Kedua, ASEAN perlu mengimplementasikan skrining kesehatan mental di sektor berisiko
tinggi, terutama sektor manufaktur elektronik yang terbukti menjadi simpul penghubung paling
rentan dalam analisis jaringan penelitian ini. Program skrining dapat dilakukan secara berkala
untuk mendeteksi dini gejala kecemasan dan depresi, sehingga intervensi dapat dilakukan
sebelum masalah berkembang lebih parah. ASEAN dapat mengadopsi pendekatan berbasis
occupational health screening yang sudah diterapkan di Uni Eropa, namun disesuaikan dengan
konteks budaya Asia Tenggara.

74 2024 | Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental/ Vol 2 No 2, 67-79



2. Tingkat Korporat

Di tingkat perusahaan, rekomendasi utama adalah penerapan kebijakan sumber daya manusia
(SDM) yang sensitif terhadap kolektivisme. Perusahaan multinasional yang beroperasi di ASEAN
sering kali mengadopsi model manajemen berbasis Barat yang menekankan individualitas, padahal
budaya lokal lebih mengutamakan kebersamaan. Untuk mengurangi dampak negatif kolektivisme,
perusahaan dapat mengembangkan program manajemen stres berbasis kelompok, seperti konseling
tim, pelatihan peer support, atau forum diskusi terbuka yang memfasilitasi ekspresi tekanan tanpa
melanggar norma budaya.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pekerja kontrak dan pekerja tetap memperoleh
perlakuan yang lebih setara dalam akses terhadap fasilitas kesejahteraan, termasuk layanan kesehatan
mental, cuti sakit, dan dukungan sosial. Program ini dapat mengurangi kesenjangan psikologis antara
dua kelompok pekerja yang sering kali menjadi sumber stres. Dengan kata lain, kebijakan SDM yang
responsif terhadap konteks budaya ASEAN tidak hanya penting untuk menjaga produktivitas, tetapi
juga untuk mengurangi risiko kesehatan mental yang diidentifikasi penelitian ini.

4.2.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Mendatang

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu
dicatat. Pertama, desain penelitian ini bersifat lintas-seksi (cross-sectional), sehingga hubungan
kausalitas antara variabel tidak dapat dipastikan secara mutlak. Misalnya, meskipun analisis
menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap memediasi hubungan antara ketergantungan ekonomi dan
kesehatan mental, masih mungkin terdapat hubungan timbal balik di mana kesehatan mental yang buruk
memengaruhi kemampuan pekerja mempertahankan pekerjaan tetap. Studi longitudinal yang melacak
pekerja dari waktu ke waktu diperlukan untuk mengonfirmasi mekanisme kausal ini. Kedua, penelitian
ini menggunakan instrumen survei berbasis self-report untuk mengukur gejala kecemasan dan depresi.
Meskipun skala DSM-5 yang digunakan telah tervalidasi, adanya bias persepsi atau social desirability
bias tetap mungkin memengaruhi hasil. Studi di masa depan sebaiknya mengombinasikan metode
survei dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau observasi partisipatif untuk
menangkap nuansa pengalaman pekerja secara lebih komprehensif. Ketiga, meskipun penelitian ini
mencakup enam negara ASEAN, keragaman kawasan ini sangat luas dan hasil penelitian belum tentu
dapat digeneralisasi ke seluruh konteks. Budaya kolektivisme di Vietnam, misalnya, mungkin berbeda
dengan di Indonesia atau Thailand. Oleh karena itu, studi mendatang perlu lebih memperhatikan variasi
budaya intra-ASEAN dan potensi interaksi dengan faktor struktural lainnya seperti gender, kelas sosial,
atau status migran.

Keempat, penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur elektronik sebagai simpul penghubung utama,
namun sektor lain seperti perikanan, perkebunan, dan layanan digital juga memiliki tingkat
interdependensi tinggi dan kerentanan kesehatan mental. Penelitian masa depan dapat memperluas
analisis jaringan untuk memetakan kerentanan di sektor-sektor tersebut. Dengan mempertimbangkan
keterbatasan tersebut, agenda riset mendatang sebaiknya berfokus pada desain longitudinal, metode
campuran (mixed methods), serta eksplorasi lebih luas terhadap variasi budaya dan sektor ekonomi di
ASEAN. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi ekonomi ASEAN
menghadirkan paradoks yang kompleks. Di satu sisi, integrasi mendorong pertumbuhan dan
keterhubungan lintas batas; di sisi lain, ia menimbulkan beban psikologis yang signifikan bagi tenaga
kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap menjadi mediator utama yang
menjelaskan hubungan tersebut, sementara kolektivisme berperan ganda: protektif bagi sebagian
kelompok, namun memperburuk stres bagi pekerja berketerampilan rendah.

Implikasi teoretis menantang pandangan lama tentang kolektivisme, sementara implikasi praktis
mendorong perlunya harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan di ASEAN dan pengembangan kebijakan
SDM yang lebih sensitif terhadap budaya lokal. Keterbatasan penelitian ini sekaligus membuka peluang
untuk pengembangan studi yang lebih mendalam, longitudinal, dan lintas sektor. Dengan demikian,
pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya bergantung
pada indikator makroekonomi, tetapi juga pada sejauh mana kesejahteraan psikologis tenaga kerja dapat
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dilindungi melalui kerangka kebijakan multilevel yang mencakup dimensi struktural, organisasi, dan
budaya.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi di ASEAN membawa konsekuensi ganda.
Di satu sisi, integrasi kawasan telah mendorong pertumbuhan PDB, peningkatan arus perdagangan, dan
aliran investasi asing yang signifikan. Namun, di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa
interdependensi ekonomi yang semakin dalam justru menimbulkan biaya kesehatan mental yang
terukur pada tenaga kerja, terutama melalui mekanisme pekerjaan tidak tetap dan norma budaya
kolektivisme. Pekerjaan kontrak jangka pendek, outsourcing, dan status kerja informal terbukti menjadi
mediator dominan dalam hubungan antara paparan ekonomi dengan meningkatnya gejala kecemasan
dan depresi.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kolektivisme—yang biasanya dianggap sebagai faktor
protektif—dapat berbalik menjadi faktor risiko bagi pekerja berketerampilan rendah. Norma kewajiban
sosial yang kuat memperbesar tekanan psikologis ketika sumber daya koping terbatas. Analisis jaringan
memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa sektor manufaktur elektronik menjadi simpul
paling rentan, sementara dampak kesehatan mental mencapai titik kritis ketika rasio ekspor terhadap
PDB melewati ambang 60%. Dengan demikian, integrasi ekonomi ASEAN tidak dapat semata-mata
dinilai dari indikator makroekonomi, melainkan harus mempertimbangkan dimensi kesejahteraan
psikologis tenaga kerja. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan ekonomi regional
memerlukan penyesuaian menuju strategi de-growth selektif, yaitu mengurangi ketergantungan pada
sektor yang sangat rapuh terhadap guncangan eksternal sekaligus berisiko tinggi terhadap kesehatan
mental. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan tidak
mengorbankan kualitas hidup pekerja yang menjadi fondasi pembangunan ASEAN.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi pemangku
kebijakan maupun korporasi di kawasan ASEAN. Pertama, pemerintah ASEAN perlu merumuskan
kerangka perlindungan ketenagakerjaan lintas batas. Harmonisasi kebijakan regional diperlukan agar
pekerja kontrak, pekerja gig, dan pekerja migran memperoleh standar perlindungan minimum, termasuk
jaminan sosial, upah layak, serta akses terhadap layanan kesehatan mental. Mekanisme ini dapat
menurunkan kerentanan yang muncul akibat tingginya mobilitas tenaga kerja di kawasan. Kedua,
diperlukan kebijakan de-growth selektif pada sektor yang sangat tergantung pada pasar ekspor, seperti
manufaktur elektronik. Pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat basis pasar
domestik, dan mengurangi tekanan ketidakstabilan kerja akibat fluktuasi global. Strategi ini bukan
berarti menolak pertumbuhan, melainkan mengutamakan keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan
perlindungan sosial.

Ketiga, perusahaan multinasional yang beroperasi di ASEAN perlu menerapkan manajemen SDM yang
sensitif terhadap budaya kolektivisme. Program manajemen stres berbasis kelompok, konseling tim,
dan pelatihan peer support dapat membantu mengurangi dampak negatif beban kewajiban sosial yang
ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, kesetaraan akses terhadap fasilitas kesejahteraan antara
pekerja kontrak dan pekerja tetap harus diprioritaskan. Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan
secara longitudinal untuk melacak dampak jangka panjang integrasi ekonomi terhadap kesehatan
mental. Studi lintas sektor juga penting untuk mengidentifikasi kerentanan pada bidang lain seperti
perikanan, perkebunan, atau ekonomi digital. Dengan mengadopsi saran-saran tersebut, ASEAN dapat
mengarahkan integrasi ekonomi menuju jalur yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mental pekerja berjalan seiring sebagai pilar utama
pembangunan regional.
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